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EFEKTIFITAS DAN YALIDITAS STANIDARDISASI
PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG

ABSTHAK

( Desmawitn, Progeam Studi Hemuo Flukum Pascasarjana Unand, 122 halzman, 2HE)

Balah satu jaminan kehendaan vang dikenal dalam hukum positif di Indonesia
adalah laminan Fidusia, Taminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas
henda bergerak yang sering digunakan dalam bee bagai akrifitas bisnis di masvarakal
Rarena mudah proses uatuk pengikatannye. Berdasaerban Lembaran Nepara No, 168
Tahun 1999, terangpal 30 Septomber 1999, 1oigh diundanghkan di dafamnya Lndang-
unclang MNe 42 Tahun 1999 tentang laminan Fidusia (1JIF), Departemen Hukom Dan
Mak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direkioras Jenderz| Administrasi Hukoum Umur
pada tanggal 15 Marer 2005 mengeluarkan Surat Edaran No. CHT.01.10.27 temiang
standardisasi Prosedur Pendafiaran Fidusia, vang dinlamatkan Le Kepala Kantor Wilavah
Lepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di selurub [ndanesia. Merujuk pada Surat
Eduran tersebut, pada angka ke-2 myn memberikan penckanan kbusus terhadap
penzecekan dula atas benda wang menjadi objek Taminan Fidusia, khususnya dalam
membedakan antara mana vane merupakan hak kebendann dengan bak perorangan,

Pdalam kenvataanya pengecekan atas benda vang menjadi objek Jominan Fidusia tersehu
sulic untuk dilakukan kacens sudah ada akianya oleh Notaris. ;

Adapun perumusan masalabinya adalah - baguimanakah Efektificas Standardisasi
Prosedur Pendafaran Jamingn Fidusia di Padang: begaimanakah Validitas Surar Edaran
tentang Prosedur Pendafiaran Jaminan Fidusia dj Padang: dan apa saja Lendala yang
dihedapi dulam melskukan Standardisasi Prosedyr Pendallaran Jaminan Fidusia
“adang. Penelitian vang dilakukan uniik mengumpulkan dats vang diperlukan adalah
meripaken penelitian hukum  vuridis spsiologi (sociolegal research), dan teknik
renzumpulan dats dilakukan melalui wawancars dan studic dekumen. Data dianalisis
secara kualitatil,

Deri hasil penelitian dapa dis impulkan bahwa  sejak dikeluarkannys Sura
Edaran Direktur lenderal Adminisirasi Hukum Umum Departemen Hukumn dan Iak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomar - C. HIEO110-22 Tentang Standardisasi
Prosedur Pendaltaran Fidusia, prosedur pendaiteran Ndusia pada Kantor Wilavah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif, Surat Edaran
somar O HT.OLIG-22 Tentang Standardisasi Prosedor Pesclaftaran Fidusiz 1eluh
Tempunyval kekuatan hukum vang valid, Dimana pelaksanaan pendafisran Gdusia  dj
adang teleh diloksanakas sesuai dengan Surat Edaran tersebut, Dalam hal ini Sural

laran Momor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendsfiaran Fidusia
crupakan aturan pelaksanaan dari Unda ng-undarg No 42 Tahun o Tentang Jaminan
dusia dan hal ini dapat dilihat dalem Pasal || ULIE, Kendala vang dihadapi dalam
lakukan Standardisasi Prosedur Pendafinean Juminan Fidusia i Padang  adalah
rangnva koordinasi pendelepasian twgas antars pmpinan denpan bawahan sehingpa
kalanya terjadi keterlambatan delam proses pendafizran Bdusia, serta saronaz dan
caran kantar vang kurang memadsi st rurang mendukung, tetapi dengan Surat
aran MenkumHAM No, =72, HT.O01 10 TAHUN 2005 hal ini bisa 1eratos dengan
elegasian pekerjaan.
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A, Latar Belakang Masalah

Setiap akrifitss yang dilakukas sehani-barinva dalam hal meningkaikan
dan mempercepal proses pertmmbubian ekonomi untuk pembangunan nasional
selalu terkan dengan berbugai aspek. dan salih salunya aspek lokum, Hal ing
derarll, setiap proses peningkatan dan percepiian pertumbuhan koo dadan
pembargynan nasional harus disertat dengan perangkat hukum dan Peraty mIr:
Perundang-undangan nasional vany tangguh guna menopang seeala hal yany
akan terjadi nantinva, sera menjamin kepastian hukum bagi semua pikak vang
terlihat didalamnya.

Pembanpunan nasional di bidang ekonomi membuaiahkan perhiatian
serius - olek Negara dalam hal ini Pemerintah Republik  Indonesia  demi
Repentingan rakyar hanvak, karena it dalam peloksanannyva harss berul-hel
berada di jalar vang benar menuut hukum, Olel Rarcna i agar lerciptanva
pembangunan nasional vang berkelaniutan dibutchlan dana vang merupakan
salah s fakior pendukung dalam menggerakkan kegiatan masvaraka PLIN
meninghatkan dan mempercepar pertumbuhan dibidang chonomi.

Rebutwhan akun dana ata umumnya dalam dunia perhankan i
Indonesia disebur denean kredil. yang tersadang sclalu dihdbungkan dengan
adanya jaminan sehagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersehut,
laminan meropakan hbaj vang pentmp dalam membuat dan melaksanakan

perjanjian keedil atau peraniion PIan memingam uang, serta purnz melindungi



kepentingan para pihak khususnya krediter (vang meminjamkan), Menurur
Eyubaendah Masan, “fungsi jaminan secars vuridis adalab Lepastion hukuwm
pelunasan utang i dalam pedaniion kredit atay dalam utang piutang ataw
kepastian realisasi suatu prestasi dalam susty peaniiae. Kepastian hukain ini
adalaby dlenpgan mengikat  pedunjian Jaminan melalu lembaga-lembaga
jarminan

Sehubungan dengan jaminan sebagai pengamanan pembenan dang atau
kredit. maka secara garis besar ada dua macam hentuk Jaminan, vaitu jaminan
perarnngan dan jaminan kebendsan, Jaminan yang paling diminat: oleh pikak
bank dan pihak laimnyva sebagai kreditur adalah Jaminan kebendaan. Menurot
Ljuhacndab Hasan. jaminan kebendaan merupakan hak mutak atas suan
benda |-:.-.|'L-:|:1u vamg dijadikan obvek jaminan uniuk sunhi ketika dapat
divangkan bagi pelunasan ata pembayaran wung apabila debilur melakakan
cidera janji (wanprestast). I dalim jaminan sebendazn selalu tersedia beda
terientu yvang menjadi obyvek Jaminan  sehingea  dalam prakiek  jaminan
kebendaan lebih disukai dard pacla Jaminan perorangan karena sifatave vang
febih menguntungkan pibak kreditur.

salah saw jaminan: kebendaan vang dikenal dalom hukum positif i
indonesia adalah Jamvinan Fidusiz, Jaminan Fidusia memipakan salah sam
lembaga faminan aias bendy bergerak vang sering digunakan dalam berbagai
aktifitas bisnis di masvarakal karena mudah Pproses untuk pengikatannva.

Jaminan Fidusia ini bissanya sering difakukan oleh pibak debitr aa PCer i

Ijuhacilah Hasan, |54y, Perianpiun doarfoa Batau Perjanfizn Keedis, Frovek Flips
n Fakulas Hakum Indonesia, ha! 68,
it



pindanmean ferstsma ek 2olongin ckonomi menengih ke bawah Hal teesebui
dikarcnakan, henda yang dijadikan obvel Jaminan Fidiss letap berada (3
tangan debitur, sedanpkim hak kepemilikannya sujs vane diberkan sehagai
Jamminim kepada Lreditur. Dengan demikian. benda ohyvek Jaminan Fidosis
tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitus dalam aktifitas sehari-hariny s
Eksistensi Fidusia sebagat Jembaga jaminan di Indonesia dulunya hanya
didasari pada vurisprudessi, Ini disehabkan karera ketidakjelasan konsep
mengenar obvek Fidusia it sendin. baik dor sejak lahunyve fdusin dan
pengakuannya dalam vorisprudensi tersebu

Pada swalnya lembags jaminan fidusia ini dikenal datam  lembaga
lkum Remawi dengan nama Fidicin cim crediton. Sedangkan di lodonesia
sendir keberadam Fidusia diakui oleh vurisprudensi berdasarkan koputusan
Hoogeerecheshop (HGH) tanppal 1% Agustus 1932, hal e terjadi kanena
masyvirakat Tndonesia sudah terbiasg dengan hukem adar, penyvershan sccara
Rt possesorium sulit dibavamgkan apalagi dimengeni dan dipabami
oleh orang Indenesia, Walaspun demikian. sehenarmva Konsep constirurumn
possexaritin mi hukan hanya monopoli hukum barat saja, Kalan diteliti dan
chicermati, dalam hukom adat i Indonesia pun mengenal konstruksi demikian,

Berdasarkan Lembaran Megarm No. 168 Tahun 1ug9, tertangeal S0
Seplember 1999, (elah divndanygkan oi dalamnya Undang-undang No, 42
Cabun 19949 entang Jaminan Fidusia CULEITD, wang teehitung sefak tangpal
diandanpgkan. maka secarn yuridis formal lembaga jaminan fidusia vang

dikenal selama ini dalam masyarakat, diterima di dunia perbankan dan lemlsga



pemibiayean lmnnya. Sekavang Fifuciaive  Fieomdomy  (verdrache iR
pengaliban hak milik secara kepercayaan telah resmi dalam Jajaran hukem
postl Indenesia, dengan divmidangkannyvg UL,

Namua begitu, setelah keluarvy Undang-undang Mo, 42 Tabun 1999
fentang Jaminan Fidusia :::-iv:!.'ﬂ‘:_illr[]_';.:i dizebul UL vang dalam Pagal | aneka
L2y menvebutkan balywa,

dmminan  Fidusia adalah bak jaminan atas bends bergerak baik
vang bervajud ensupun vang tidak berwujud dan benda tidak berperak

Lhususnva  bangunan vang tidak dapat dibebani  hak AnEEnn e

sebagaimana vang dimaksud dalam Liaclang-undang No. 4 Tahun 1996

tentany Hak Tangeungan vang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia, sehagai  agunan bagi  pelunasin umng  Acreniy,  yang

memberikan kedudukan divtamakan kepada Penerima Fidusia terhadap

kreditur lainnya.

Akan tetapi, adza hal yang harus disadar hahwa pada Fasal 2 LUIF juga
memiberikan suatu batasan techadap ruang lingkup berlakunya setiap Perfaniian
vang bertujuan untuk membebant henda dengan Jaminan Fidusia, Dalam hal
i kembali dipertegas meltalui romusan dalam Pasal 3 UUJF vang menyvalakan
VETF tidak berlaku techadap

4. Hak tanggungan yang berkaiian denpan tanah dan bangunan,

sepanjane peraturan perundang-undangion yvane berlaky menentekan
Jarminan atas benda-benda tersebn watjib didallarkan.

b, Hipouk atas kapal vang terdaliar denpan isi ketor berukuran 20 (dua

puleb } M3 atau lehih.

. [ipotik atas pesawal tehang.

d. Cradal

Berdasarkan penjelasan secara tmum dan s kat tenlang 11LIF diatas,

mand talam bal ini lembaga Taminan Fidusia ing digunakan scears luas dalam

berhagai transaksi pinjam meminjam man kredin karers proses penthebanannya
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dianggap sederhana. mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukun dengan
cara mendaltarkan laminan Fidusia iersebut. Pendaltaran Jaminan Fidusia
levseput wmemberikan hak yang  didahulukan (preferent kepada Penerima
Fidusia terhadap kreditur lainoyva, Karena laminan Fidusia mermberikan hak
kepacdi Pemberi Fidusia untub detap menguasai benda vang menjadi ehvek
Jaminan Fidusia berdasaskan kepercavann. Dalam hal ini berbeda dengan gada
witlaupun ebyek padai hampir sama dengan obvek  lidusia Vil i saoma-
sami henda-benda bergerak berwujod, namun karens vbvek pudai berada pada
pencrima gadai, maka obyvek gadai tersebonr tidak dapat dipergunakan atay
dimanfaatkan unmk keschariannya oleh pemben gadai seperti sepeda motor,
mebil dan sebagainya.

Iidusia merpakan suate bentuk jaminan atas benda-benida berrerak
yang merupakan pengembangan dard lembaga jaminan padai dalam sistem
kotah Undang-undang Hukum Perdata (KUHPes, Hal inl disehashkan karena
gadar bendanya harus discrahkan kepada kreditur, oleh karena i dizerahkan
hak milik atas bendanya sehagai jaminan sedangkan fisik bhenda secara
kepervayaan masih dikuasar den dimantaatkan oleh debitur Dalam prukick
milah vang disebut dengan jaminan fidusia. Kemudian keberadam jaminan
fidusta sehagai Jamiran didasarkan Lepada vurisprudensi, dan perkembangan
erkini jaminan  Hdusin  teloh dister  dalam hukum positf densan
drundangkannya undang-undang Gdusia weesebi,

Anmanan Fidusia berbeds dengan padai, dinan pada faminan Hdusi

sy diserabkan sehagas jaminan pada kreditar adalah hak milil sl ang kan



il

burangnva tetap dikuasai olch debitur Pranata Jamsinen Fidusta nuwen! atas
dasar adanva kebutuhan masvarakal akan keedi dengan jaminan barang perak
larpa {sceara skt melepaskan barang vang dijadikan Jaminan. Gadai vang
dikenal dalam Kiwah Undang-undang Hukum  Perdata IRU N Penlats) atan
Ronstruksi Hukum Remawt, Code Perad maupun Furgeliik Wethoek (BW)
vang berlaku, mewajibkan diserahkannva kebendaan sty barang  bergerak
vang  dijadikan jaminan  kepada  kreditur, Odeh  kurens debitur masih
memerlukan bhenda yang menjadi jaminan, sepertl anisalnya pernsahaan
angRutan vang tidak mungkin melepuskan kendaraan vang dimilikinys, maka
pramaty jumina tidak mungkin dipergunakan oleh banvak pihak.

Dralant hal sebagaimana vang telab discbuthon sebelumnya, maka untuk
m-emhx:rikm-1 sesuatu - kepastian bhokum denpan dinndangkannya  Undang-
updang Mo, 42 Tahun 199 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan-ketentuan
vang membertkan kepastian hukum aneara lain -

I Dibenwuknya Kantor Pendafiaran Fidusia Lselomjutnya disebut dnegan
REPE} sesuai dengan amanat Pasal 12 U105 v dengan membeniuk
KPE pads Direkworst Jenderal  Administrasi Hukum Umum  dan
selanjutnyva dibenwk kantor-kanior Pendaftarmn Fidusia sesum dengan

Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000, seriy pembentukan K

' Arief Susianto Widjohoeiomn, _._1'-.-;., Lok Pombebanen dan Pevvkafioram Jamivam
St Bevdkasarkan Ulielcing aoncfeing:. Moo 42 Tobeoy 00 Femtunge Saomiome Fidsia Makalah
samipaikan pada diskusi intemnal Kantor Hukuen dari Sumatkal, Madu Rans W il mi,
brosiey dan Connsel Law, bal |
" Ciunawinm Widigja dan Alnead Yani, 2000, Sere Sk Bieaje-deemina Fedisia, Raia
=lindn Peraada, lakarta, ilm 5
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sesumt dengan Kepolusan Menteri Kelukinean dan HAM Ri No.
MLOB.PR.OT.ON Fahun 2000,
2. selanjumya peranan L IPF vang ada di wilayah sehagaimana diatur dalam
LTLT antara lain -

a. Pendaftaran Jaminan Fidtsin {Pasal 12 avai (13 U111 ]

b. Pendafiaran atas perubahan mengena hal-hal vang tercantum
dalam Scrtifikar Jaminan Fidusia (Pasal 16 LILIEF)

oo Menerbitkan  surat keterangan yang  menyatakan  Sertifikat
Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi | Pasal 26 ayie {2} UUIF).

d. Menerbitkan Sertifikal Penggani. datam hal serfifikat Jaminan
Fidusta rusak atan hilang (Pasal 10 PPNG. 26 Tahum 2040
tentang Tata Cara Pendafioran Jaminan Tidusia dan Diava
Pembuatan Akt Jaminan |'j|’.|l:!-i:i.ji¢:l_

vo Pendokumentasian berkos-berkas  Sertifikar laminan  Fidusia
sccar tertibe untwk memuedahkan penelusuan terhadap
permoehonan pengecekan data mengenal benda vang menjadi
obvek Jaminan Fidusiz dalam rangka  menghindar adanya
fidusia ulang.

I Membuat laporan secara herkals Repada Direkiur  Jenders)
Administrasi Hukum Umum mengenal jumlah sertifikal Jaminan
Fidusia, perubashan vang tercanium dalam Seriliks Jaminan
Frdusia, dan Sertifika Pengeanti vany dikeluarkan setiap bulan

raling lam tanzeal 5 ¢inuy bulan bertknmyyg.
1 L HH A



HAL 1Y

PENUTLP

A Kesimpulan
Dengan  memmubum apa vang lelah divrsikan,  maka dapat dilark
kestmpular sehagai berikul

| Sejak dikelvarkannya Surat Tdursn Dircktue Jenders]  Adminisirusi
Hukum o Departemcon Hukum dan Hak Asasi Marssia Republik
lndonesin Nomor @ ¢ FIT.00,]0-22 lentang Standardisasi Prosedur
Pendaftacan Fidusia, prosedur pendattarmn fidusia padda Kantor Wilgvah
Depariemien. Huklm dun Hak Asasi Manusis Sumaerss Bars sudah
elektif. Hal ini dibuktkan melatui hasil penclitian Jumdah Pendaftarun
Janunan Fidusia dalam kwun wakio (23 imhon. yaiu pada ahon 2006
berjumlah 3177 dan pada tahun 2007 vang telah werdaftar poda KPF

Sumatern Barat sebanvak 41 16 perdaltar.

L

-susat Edarn Nooer O HT00.10-22 Fentang Standuardisasi Prosedu
Pendaliarin Fidusia telsh mempunvai kekoaan huskum vang valid.
Rimana pelaksanaan pendelizmn fdusin i Padang telsh dilaksanakon
sesial dengan Suar Bdaran tersebut. Dalam hal ini Surat Lelaran Momar
CoHT 22 Tentme Standardisast Prosedus Pendaflaran Fidusia
mertparan alean pelaksanaan dard Ulndlang-undangz Mo 42 Tahoen 1999
Fentang Taminan Fidusia Hal ini dapat diliha datam Pasal 1] UIIF
vang mewajibkan benda vang dibebang dengan Jaminan Fidusia wajitr di
daflarkan poda Kantor Pendafiaran Tidusia Ji seluml Indonesia karena

melabui pendaltaran Laninan Fidesia memberikan eksekutorial sty huk
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nenmdahulul bagi Lesditur techadip benda yang menjadi agman dalam
Famuman Frlusia - Jominan Fidosin ini leedafinr sccara hukiom  dan
Jiperkuat dengans akia Notars.

Cemdala yang  dibadapi dalam melakukan Sandurdisasi - Prosedur
Pendaliaran Janunan Fihusie i Padang adalsh Euranenya Koondins
pendelepasion  fugas  antasa mmpinan dengan bawahan sehingpn
adakatanya tegadi keterlombatan dafam proses pendaltaran fdusip, dan
sargna dan prasamn  kanlor vang hurang memadal atau kizrang
mendukung, tetapi denpon Sum Edaran MenkumBHAM Noo 0272
HT.ON0 TAHLN 2005 bal mi bisa teratasi dengan pendelegasia

peieriaan.

K. Saran

I Perlunya sosialisasi Sural Edaran Dieekinr Jendersl  Administeas
Hukwm Umium Departemen Flukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesin Nomor © O HT.01.10-22 lentimg Stadarisast Prosedur
Pendatiarun Fidusia pada Kantor Wilval Departemen Hukum dan
Hak  Asasi Manusia Sumaters Barat, apay wercapainya keclekifan
dalam prosedural pendaliaran fdusia,

mehaiknya Pemerintal harus lebik melengkapi sarana dan prasanns
viurg acldi KI'F tersebut agar lebih mengoptmalkan can keda, fungsi
da permdar IKPE stu sendini.

Sehatknya pihak Pemerintah bersama-sina dengan DR R agar

seperd merevisi atii menamball Pasal-pasal lentarg  standar
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Avtel Susummig Widjohos o, |.."-.':|: K- Bk Poded boere o PR e
feetmeiniins Fidustor Berddaxarfon Dlndurg-usdeng Vo 32 Fafun FO00 Tamane
Sammingn Fidisda, Makatah diﬁun:pflikun paca diskusi nemal Kanloer
Hukuan ddari Subatkah, Mads Rasl, Widiohoetmo, Attomey dan Counsel
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